BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

e

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja desa yang efektif, efisien, dan tepat sasaran,
perlu  mengatur mengenai pedoman penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja desa;

bahwa pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati
Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan;a_w
Desa Tahun Anggaran 2022, sudah tidak s i
perkembangan peraturan perundang-undangan,;f
perlu diubah dan ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

penyusunan APB Desa
Bupatl/Wali Kota setiap ]
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5. Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD),
selanjutnya BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Danz
(SP2D) untuk ditransfer langsung ke masing- masing rekening
Kas Umum Desa.

[E. Penyusunan Perubahan APBDesa
Perubahan APBDesa merupakan penyesuaian terhadap
capaian target atau rencana keuangan tahunan pemerintahan desz
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan
ditetapkan dengan peraturan desa.
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam (satu) tahun anggaran.
1. Kriteria Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dilakukan dengan memperhatikan kriteria

sebagai berikut:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan  sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan dan/atau  pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau;

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

e. perubahan mendasar atas kebijakan

pemerintah daerah. 5















s

i
E

3

e
E







